WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOR
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN FENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SERBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- bahwa dalam rangka melaksanakan Instiruks: Presiden Nomor 6

Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiphn Dan Penegakan Hukum
Protokol Keschatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Dhsease 2019 dan Instruksit Mentenn Dalam Negert Nomor 4
Talmn 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Frotokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Keschatan $Sebagali Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2079

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyvakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 1969 tertang
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Depok dan
Kolamadya Daerah Tingkat 11 Cilcgon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3828);



3.

10,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
DDacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimansa telah beberapa kali diubah terakhir
dengan . Undang-Undang  Nomor @ Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomaor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 56749);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistemn Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 19 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stahilitas  Sistemm Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerntah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2003  tentang
Penvelenggaraan Penangpulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
[Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerntah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Ihsease 2019 (COVID-19) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 MNomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden MNomor 17 Tahun 2018  tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu,
Peraturan Presidenn MNomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) dan Pemulihan

Ekonomi Nasional;



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan  Penanganan  Cororie Virus  Disease 2019 di
Linglkungan Pemerintah Daerah;

12, Peraturan Menteri kesehatan Nomor @ Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembalasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2079 (Covid-19);

13, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pedoman Penilaian Risiko Keschatan Masyarakat [Dan
Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 {Covid-19);

MEMUTUSEAN:

» PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan ini, vang dunaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

2. Pemerintah Dacrah Kota adalah Wali Kota scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan  Daerah yang — memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah olonom.

3. Wali Kota adalah Wali Keta Depaolk.

4. Perangkat Daerah yvang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota.

5. Gupus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus [hsease
(Covid-19) Dacrah Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas
Cownd-19 Dacrah Kota adalah Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-189) yang dibentuk
Pemerintah Dasrah Kota.

6. Satuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnya disebut Satpol FP
adalah Batpol PP Daerah Kota.



10,

11.

12,

Sciliap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,
Corona Virs Desedse 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19
adalah penvakit infeksi saluran pernapasan akibat dan sewvere
acute respiratory syndrome viras corona 2 (SARS-CoV-2) yang
telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan Waorld
Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non
alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penycbaran
Coronta Virns Desease 2019 {Cowid-19) sebagal Bencana Nasional,
Perilaku Hidup Bersih dan Schat di Masa Pandemi Cowd-19 yang
selanjutnya  disebut PHES pencegahan Cowd-19 adalah
sckumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran
untuk mencegah terpaparnya din dan hngkungan sekitar dan
penyvebaran Cowd-19.

Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut
dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat
perjalanan  alau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang
melaporkan  transmisi lokal, orang dengan  salah  satu
grjala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 han
terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan
kasus konfirmasi/probable Covid- 19/orang dengan infeks:
saluran pernapasan akut berat/pneumonia  berat yang
membutuhkan perawatan di rumah salat dan tidak ada penycbab
lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Probable adalah suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut
berat/acute respiratory distress syndrome/meninggal dengan
gambaran klinis yang mevakinkan Covid-19 dan belum ada hasil
pemeriksaan laboratorium  Reverse Transcriptase FPolymerase
Chatn Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Moleluler (TCM).

Konfirmasi adalah sescorang yang dinyvatakan positif terinfeksi
virus Covid-19  yang dibuktikan dengan  pemeriksaan
laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR)/Tes Cepat  Molekuler (TCM), bak dengan gejala

(simptomatik)] maupun tanpa gejala (asimptomatik).
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14.

13,

161,

Kontak Erat adalah orang baik dengan gejala (simpromatik)
maupun tanpa gejala (asimptomatik]  yang memiliki riwayat
kontal dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19%antara
Inin kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau
konfirmasi Covid-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangha
wakiu 15 menit atau lebih, sentuban fisik langsung dengan
kasus probable atau konlirmasi (seperti bersalaman, berpegangan
langan, dan lain-lain}, orang yang memberikan  perawsalan
langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi  tanpsa
menggunalkan alat pelindung dirl yang sesua standar, dan/atau
situasi lainnya vang mengindikasikan adanva kontak
berdasarkan penilatan risiko lokal,

Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang telah melakukan
perjalanan dari dalam negeri (domestik] maupun luar negen pada
14 han terakhir.

Karantina Mandiri adalah pembatasan Lkegiatan/pemisahan
arang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau
penvakit menular dengan tujuan memantau gejala dan
mendeteksi kasus sejak tinggl yang dilakukan di rumah atau el
ternpat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi
Covid-10, tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dan orang lain
sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi,
dilakukan di rumah atau di tempat lain vang disediakan sebagai

tempat isolasi mandiri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.

S

-

polaksanaah;

peningkatan pencegahan dan penanganan kesehatan;
pengawasan dan penindakan;

susialisasi dan partisipasi;

sistem informasi;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

pembiayaan.

on



BAR II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatl
Subjck Pengaturan
Pasal 3

Subjek penpaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.
b,

e

(1)

(2)

PCTOTATIEATY]
pelaku usaha; dan
pengelola, penyelengpara, atau penangpung jawab/penyelengoara

kegiatan tempat dan fasilitas umum,

Buagian Kedua
Kewajiban
Parapraf 1
Perlindungan Kesehatan Individu
Pasal 4

Setiap orang vang berada di Daerah Kota wajib melaksanakan

perlindungan kesehatan individu, yang melipuati:

a. menggunakan masker yvang menutupi hidung, mulut, dan
dagu, ketika,

1. berada di luar mamah;

2. berinteraksi dengan orang lain; dan/atau

3. menggunakan kendaraan bermotor dan di kendaraan
UTTLLITL.

b, mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan
sabun atau hoand sanitizer sebelum dan sesudah memegang
benda serta beraktivitas;

¢. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1,5 [satu sctengah) meter antar orang,;

d. menerapkan PHES pencegahan Cowvid-1%; dan

e. membatasi kapasitas angkut mobil penumpang persecrangarn
paling banyak untuk 2 [dua) orang per bans kursi, kecuali
dengan penumpang berdomisili di alamat yvang sama.

PIHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

g, membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan
yang penting dan mendesak;

b membersihkan din dan barang bawaan setelah beraktivitas

di luar rurnah;



(1}

(2]

(3]

¢, menjoga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumab

ketika merasa lidals schat

d. membalasi aktivicas di luar rumah bapi mercka vang memiliki
fisilo tinggi tertulor Covid-1%9;

e, membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;

{ membawa perlengkapan pribadi  untuk menghindari
penggunaan alal pribadi scoara bersamea;

g, melakulkan olahraga sccara rating

h. membersihkan kendaraan sebelum  danjfatau setelah
dioperasikan; dan

i, mengkonsumsi makanan vang sehat dan bergiz seimbang,

Pasal 5

Setiap orang vang tidak menggunakan masker sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja

sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 15 (lima
belas) menit atau denda administratif paling banyak schesar

Rp30.000,00 {lima puluh ribu rapiah).

Bagi setiap orang wvang mengulangi pelanggaran tdak

menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikenakan sanksi kerja sosial atau denda admimistratif dengan

ketentuan sebagai berikut:

a pelanggaran berulang 1 ([satu} kali dikenakan kerja sosial
membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 ( tiga puluhj
menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp
100.000,00 {seratus ribu napiah);

b pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenalkan kerja sosial
membersihkan sarana fasilitas umum selama 45 (empat
puluh lma ] menit atau denda administratif paling banvak
sebesar Ep 200.000,00 {dua ratus ribu rupiah); dan/atau

¢ pelanpearan berulang 3 itiga) kali dan seterusnyva dikenakan
kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 60
[enam  puluh) menit atau denda administratif paling banyak
sebesar Hp 250.000,00 [dua ratuslima puluh ribu rupiah).

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat

{2} dilaksanakan oleh Satpol PP didampingi oleh Kepolisian

dan/atau TN, atau dapat dilaksanakan oleh Satgas Gugus Tugas

Kecamatan /Kelurahan didampingi Satpol PP/ Kepalisian/ TNI.



(4)

{1

(2]

Sctinp melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak
metngrunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama,
alamat, dan nomor induk kependudukan pelanggar untuk
dimasukan ke basis data/sistem informasi.

Tala cara pengenaan sanksl scbagaumana dimaksud pada ayat (3

diatur lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP Kota Depok.

Pasal B

Setiap orang vang melakukan vlahraga dengan intensitas tinggi
di luar ruangan guna menghindarn gangpuan pada jantung dan
pembuluh darah (kardiovaskuler}), dikecualikan dan kewajiban
mengpunakan masker ketika berada di luar rumah.

Ketentuan lebih lanjul mengenai jenis clahraga dengan intensitas
tinggi untuk tujuan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dengan Kecputusan Kepala PD yang membidangi

urusan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Paragraf 2
Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Pasal 7

Tempat dan fasilitas wmum meliputs:

.

=

5 oA g

=

h.

perkantoran /tempat  kerja, tempat usaha, tempat industr,
perhotelan/ penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
sekolab dan institusi pendidikan lainnya;

lempal ibadah;

transpa ttasi LAl m,

warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran,

mini market, midi market, supermarket, toko swalayvan, mall;
pedagang kaki lima/lapak jajanan dan pasar tradisional/pasar
rakvat;

fasilitas pelayanan keschatan; dan

area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan

kerumunan massa.



Pasal 8

(1] Peloku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industr,

perhotelan/ penginapan lain yang sejenis dan tempatl wisata,

dolam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan

perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a,

h.

membentuk Satuan Tugas Penanganan Cowied-19  di
perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industn,
perhotelan/ penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata,
vang terdiri darn:

1. ketua;

2. sckretaris;

3. koordinator bidang pencegahan; dan

4, keordinator bidang penanganan,

dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat
kerja, tempat usaha, tempat industn, perhotelan/ penginapan
lain vang sejenis atau lempat wisata;

memantau, memperbahari perkembangan informasi tentang
Cowid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat
industri, perhotclan/penginapan lain yang scjems  atau
tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepuada
Pemerintah Daerah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Cowvid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak
50% (lima puluh persen) yang berada dalam Gedung/ruangan
dalam satu waktu bersamaan;

mewajibkan pekerja dan  seluruh  orang yang berada
didalamnya menggunakan masker;

memastikan seluruoh area kerja bersih dan higienis dengan
melakukan pembersihan  sccara  berkala menggunakan
pembersih dan disinfektan;

menerapkan pemeriksasn suhu  tubuh  scbelum  masuk
tempat kena,

menyediakan hard sanitizer;

menyediakan sarana cuci iangan dengan air mengalir dan
sabuan;

tidak memberhentikan pekerja  dalam kondisi  yang

bersangkutan melakukan Isolasi Mandin/ Karantina Mandin;



(2)

(3]

(4

j.  memasiikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak
terjangkat Covid-159;

k, melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling =sedikit 1,5 (satu sclengah) meler antar orang pada
setiap aktivitas kerja,

. menghindari aktivitas kerja/lkegiatan yang dapat menciptakan
kerumunan Orarg;

m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;

n. melaksanakan protokel pencegahan Cowd-19;

a. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan
protokol pencegahan Cowid-18; dan

p. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol
pencegahan Cowid-19.

Satuan Tugas Penanganan Couvid-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl a dapat dilaksanakan oleh panitia pemnbina
kesclamatan dan keschatan kerja pada perkantoran, temnpat
kerja, tempat usaha, tempat industd, perhotelan/ penginapan
lain vang sejenis atan tempat wisata.
Kewajibun melaksanakan perlindungan Kkeseharan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha,
pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran,
tempat kerja, tempat usaha, tempat indusiri,
perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisala
merupakan baglan dari tanggung jawab yang harus dipenuhi
dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.

Penpawasan terhadap kewajiban sebapaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh:

a. Salpol PP dan PD yang membidangi urusan Tenaga Kerja
pada perkantoran swasta dan tempat kerja;

b. Satpol PP dan PD yang membidangi urusan Pemuda, Olah
Ruga, Hebudayaan dan  Pariwisata pada perhotelan/
penginapan lainnya vang sejenis, tempat wisata, dan tempat
usaha sesuail lingkup kewenangannya;

¢, Salpol PP, PD yang membidangi urusan Perdagangan dan
Perindusirian, dan/atau PD  yang membidangl urusan
Koperasi dan Usaha Mikro pada tempat industn dan tempat
usaha sesuai lingkup kewenangannys,

dan dapat didampingi PD lain yang terkait, Kepolisian, dan/atau
THI.

10
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(6}

(7}

(8)

Pelakn usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri,
perhotelan/ penginapan lain yang scjenis atau tempat wisala,
yang tidak melalsansakan kewajiban perlindungan keschatan
masyarakal scbagaimana dimaksud pada avat (1) dikenakan
canksi administratif berupa penutupan sementara  paling
lama 3 x 24 {tiga kali dua puluh empat] jam.
Bagi sctiap pelaku  usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab perkantoran, temnpat kerja, tempat usaha,
tempat industr, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau
tempat  wisata,  yang mengulang pelanggaran tidak
melaksanakan kewajiban perlindungan keschatan masyaraleat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda
administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelangparan berulang 1 (satu] kali dikenakan denda
administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lma
juta rupiah).

b, pelanggaran berulang 2 {dua) kali dikenakan denda
administratif paling banvak scbesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta lima ratus ribu rapiah).

c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan
denda administratif paling banvak sebesar Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah).

Apabila sctiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha,
tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau
temmpat wisata, vang tidak memenuhi kewajiban pembayaran
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6} dalam
waktu paling lama 7 (tujuhb) hari kerja, dilakukan penutupan
sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda
administratif,

Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara

dan denda administratf sebagaimana dimaksud pada ayat ()

dan ayat (7) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi
oleh Kepolisian dan fatau TNI.

11



(9)

(1]

Protokol penccgahan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja,
tempal usaha, tempat industri, perhotelan/ penginapan lain yang
sejenis, dan tempat wisata ditetapkan oleh:

a. Kepaln PD yang membidangi urusan Tenaga Kerja pada
perkantoran swasta dan tempat kerja;

b. Kepala PD yang membidangi urusan Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata pada perhotelan/penginapan
lainnya yang scjenis, tempat wisata, dan tempat usaha sesual
linglup kewenangannya; atau

¢, Kepala PD) yang membidangi urusan Perdagangan dan
Perindustrian dan/atau Dinas Koperasi dan Usaha WMikro
pada tempat industri dan tempat usaha sesua hngkup

kewenanganmnya.

Pasal 3

Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan secara
langsung ketika status resiko daerah dalam kategon hdak
terdampak (zona hijau) atau status resiko daerah dalam kategori
rendah  {zona kuning), pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya
dalam menyelenggarakan akuvitas kegiatan belajar mengajar
wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang
meliputi

a. menerapkan protokol keschatan di lingkungan sckolah atau
insritusi pendidikan lainnya;

b, mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan
menggunakan masker;

c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan
tenaga kependidikan,

d. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk
mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan
sesudah beraktivitas;

¢. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pescria didik
alau tenoga kependidikan;

[ membersihkan area sekolah atau institusi  pendidikan

lainnya, dan lingkungan sekitar;
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(2)

(3

()

(1]

g, melakukan disinfcksi pada lantai, dinding dan permukaan
benda/barang di  lingkungan sekolah atau  institusi
pendidikan lainnya secara berkala;

h., memberkan sanksi kepada pescrta didik dan  tenags
kepondidikan vang tidak melaksanakan protokol pencegahan
Covid-19; dan

i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol
pencegahan Covid-19,

Protokol pencegahan Cowid-19 di  sckolah  dan  institusi

pendidikan lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetaplkan oleh Kepala P} yvang membidangl urusan pendidikan.

Pengelola, penvelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan

institusi pendidikan lainnya yvang tidak melaksanakan kewajiban

perlindungan keschatan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayalt (1) dikenakan sanksi adminisiratif berupa teguran
tertulis.

Pengenaan sanksi administratif  berupa teguran tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) dilaksanakan oleh PD vang

membidangl urusan pendidikan dan didampingt oleh Satpal PP.

Pasal 10

Pengelala, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah

dalam menyelenggarakan aktivitas kepiatan keagamasn wajib

melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, wvang
meliputi:

a. membatasi jumlah pengguna tempat i1badah paling banyak
50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat 1thadah;

b. menerapkan protokel kesehatan di lingkungan tempat ibadah;

c. melakulkan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna
tempat ibadah;

d. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk
membawa sendin perlengkapan ibadah;

e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pengguna
termnpat ibadah,

I. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;

g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat

bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan
ibadah: dan



1<)

(3]

(1]

(<)

3]

h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi
keagamaan.

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah
vang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan keschatan
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pengenaan  sanksi  administratif  berupa  teguran  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol
PP dan dapat didampingi oleh PD terkait.

Pasal 11

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
moda transportasi wajib melaksanakan perlindungan keschatan
masyarakat dengan pengendalian  kapasitas angkut bagi
penggunaan  moda  transportasi  uniuk  pergerakan  orang
dun/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas
angkut meliputi:

a. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan
perairan, angkutan perkeretaapian paling banyak 50% (lima
puluh persen) dari kapasitas angkut; dan

b, kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling
banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

moda transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban

perlindungan keschatan masyarakat scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis.

Bagi sctiap pelaku usaha, pengelola, penyclenggara, alau

penangegung  jawab moda  transportasi yang mengulangi

pelanggaran  tidak melaksanakan kewajiban perlindungan

kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2,

dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai

benkut:

a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikepakan denda
administratil paling banyak scbesar Rp2.000.000 (dua juta
rupiakh);

b, pelanggaran  berulang 2 (dua) kali dikenakan denda
administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta
rupiah}; dan
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(4]

(3]

(7}

(1)

c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan
denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima
juta rapiahj,

Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hard, setiap pelaku

usaha, pengelola, penyclenggara, atau penanggung jawab moda

transpartasi yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} tidak membayar denda administratif,
dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi admimstrauf berupa teguran tertulis, denda

administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan avat (3)

dilaksanakan oleh PD yang membidangi urasan perhubungan,

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah vang mengehiarkan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angloat

bagl penggunaan maoda transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan HKepala PD  vang

membidang urusan Perhubungan.

Pasal 12

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam

menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, melaksanakan
perhindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan protokol pencegahan Cowmd-13;

b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima
puluh persen) dari kapasitas warung makan, ramah makan,
kafe, atau restoran:

¢. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuall saat
malkan dan minum,

d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
melalukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1,5 (salu setengah) meter antar pengunjung,;

I.  menyediakan hand sanitizer;

g. tidak menggunokan alat makan atau alat minum yang
mengharuskan PETIFLIUNE berbag alat dalam
mengkonsumasinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya;

h. mewajibkan memasang informasi jumlah  kapasitas

pengunjung; dan
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(3]

()

(3}

i. membuat dan mengumumkan pakla mtegritas dan protokoel
pencegahan Covid-149.

Pelaliu usaha, pengelola, penyclenggara, atau penangpung jawab
warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran vang tidalk
melaksdnakan kewajiban perlndungan kesehatan masyarakat
sebapaimana dimaksud pada ayat (1} dikenakan sanksi
admunistratif berupa penutupan sementara warung makan,
rumah makan, kafe, atau restoran paling lama 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam.
Penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau
restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak ditemukannya
pelanggaran kewajiban melaksanakan perlindungan keschatan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, afau
penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau
restoran  yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan
kewajiban  perlindungan keschatan masyarakat sebagmimana
dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi denda administratif
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda
administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta
rupiahyj;

b. pelanggaran berulang 2 [(dua) kali dikenakan denda
administratif paling banyak sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah); dan

¢. pelangparan berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan
denda administratif paling banyak sebesar Rpl0.000.000
(sepuluh juta ruplah).

Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau

penanggung jawab warung makan, rumah makan, kale, atau

restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembeayaran denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan penutupan sementara
sampai  dilaksanakan pemenuhan pembayaran  denda

admimstratif.
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{7)

(1)

12)

(3)

(1)

Apahila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penangeung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau
restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda
administratifl = sctelah  dilakukan  penutupan  sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari, dilakukan pencabutan izin usaha.,

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat [2), ayal (3), ayat {(4), ayat (5) dan avat [6) dilaksanakan olch
Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian dan/atau TNI.

Paszal 13

Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi

sementara  wajib | melaksanakan  perlindungan  kesehatan

masyarakeat, yang meliputi:

a. melaksanakan  protokol  pencegahan  Cowid-19  saat
pelaksanaan keplatan pelayanan kesehatan sesuail kebijakuan
vang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan

b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1.5 (satu setengah) meter antar pengunjung,.

Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi

sementara vang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan

kesehatan masyarakat sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pengenaan  sanksi  administratif berupa teguran  tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol

PP,

Pusal 14

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung Jawab tempat

penyelenggaraan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dalam

menvelenggarakan  kegiatan pelayanan  kesehatan  wajib
melaksanakan perlindungan keschatan masyarakat, yang
mehiputi:

a. melaksanakan  protokeol  pencegahan  Cowd-]19  saat
pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan
vang ditetaplian oleh instansi yang berwenang;

b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;

¢. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;

menyediakan hand senitizer, dan
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(3]

(1}

(2)

e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1,5 {satu setengah) antar pengunjung.

Pengelola, penyelenggara, atau  penanggung  jawab  tempat
penyelenpearaan  kegiatan  pelayanan kesehatan wvang tidak
melaksanakan kewajiban perlindungan keschatan masyarakat
schagaimana  dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi
admimstratil berapa teguran tertulis,

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan oleh Satpol
PP.

Pasal 15

Pengelola, penyelenpggara, atau penanggung jawab area publik

dan tempat lainnya vang dapat menimbulkan berkumpul dan

berkerumun orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib
melaksanakan perlindungan  keschatan masvarakat, vyang
meliputi:

a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 30% (lima
puluh persen) dan kapasitas area publik atau tempat lamnyva
yang dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang;

b, mewsajibkan pengunjung mengsunakan masker;

c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan
sabun;

d. mengatur waktu kunjungan;

e. melakukan pembatasan interaksi fsik dengan rentang jarak
paling sedikit 1,5 {satu setengah) antar pengunjung;

[. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang
dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang: dan

g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau
tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan
berkerumun orang.

Pengelola, penvelenggara, atau penanggung jawab area publik

dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan

berkerumun  orang  yang  tidak melaksanakan kewajban
perlindungan  keschatan measvamkat scbagaimana dimaksud

pada ayal (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(3} Pengenaan sanksi  berupa tepuran tertulis  sebagairmana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat
didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau THIL.
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Bagian Ketiga
Pembatansan Aktivitas Dunia Usaha dan Aktivitas Warga
Masal 16

(1) Pada saat Daerah Kota masuk status dacrah resiko tinggi {zona

merah), maka dilakukan pengaturan pembatasan jam operasional

terhadap aktivitas dunia usaha dan akiivitas warga yang

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2} Pelangparan terhadap pembatasan jam aktivitas dunia usaha dan

aklivitus warga sebagaimana dimaksud pada avat (1), dikenakan

sanksi berupa denda adminisiratif paling banyvak sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiahj,

BAE III

PENINGEATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya peningkatan

pencegahan dan penanganan kesehatan melalui:

.

pelaksanaan surveilans dan penilaian  resiko penularan
Covid-19 dari tingkat rukun warga (rw) sampai dengan tinglkat
kota;

penyediaan  dukungan tenaga keschatan dan tenaga
penunjang kesehatan;

peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalu
sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendamnpingan bagi
tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;

peningkatan peran Kampung Siaga Covid-19 berbasis Rulun
Wargs;

optimalisasi pelaksanaan pembatasan sosial kampung siaga
berbasis RW (RW PSKS):

peningkatan 3 [tiga) pilar di tingkat kecamatan dan kelurahan:
penyediaan perangkat pelindung bagi pencepahan Covid-19
untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang keschatan;
penyedinan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
penyediaan sarana tempat Isolasi Mandid dan isolasi rumah
sakil;

pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena
Cowid-19;
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(2]

(1)

k. peningkatan tata kelola pemeriksaan Cowvd-19;

. penclusuran Kontak Hrat dengan pasien yang berstatus
Konlirmesi;

m. penyediaan  dukungan  psikososial  bagi  pasien  dan
masyarakat; dan

n. penyediaan sarana don prasarana bagi korban meninggal
akibat Cowid-19.

Dalam upaya peningkatan pencegahan duan penanganan kesehatan

sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota

membangun dan memperkuat jejanng lintas daerah di wilayah

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Beleasi)

hntas program, intas sektor, serta melakukan kelaborasi dengan
para pecmangku kepentingan.
Paszal 18

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau  angpgota

masyarakat di tempat kega/tempat kegiatan yang menjadi

Kontak Erat, Suspek, Probable, Konfirmasi atau Pelaku

Perjalanan, maka  pimpinan/penanggung jawab  tempat

kerja/tempatl kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta

wajibe:

a. meclaporkan dan  berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) atau Dinas Keschatan Daerah Kota:

b. melakukan penghentian sementara aktivitas di  tempat
kerja/tlempat kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari;

c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan
yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih /cairan
disinfelctan:

d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat
kegiatan  berikut fasilitas dan peralatan kerja vang
terkontaminasi pekerja sakit;

e. mengatur  sirkulasi wudara di  dalam  tempat yang
lerkontaminasi pelerja sakit: dan

f. melakukan pemeriksaan kesehatan berupa rapid tes/swab
PCR dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandir terhadap pekerja
danfatau anggota masyarakat yang pernah  melakukan
kuntak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat
yang terpapar Cowted-19.
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(2) Pckerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat
kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspck
berdasarkan penyelidikan epidemiologt dilakukan pengambilan
spesimen/swab  untuk pemeriksaan  Reverse Transcriptase
Polymerase Chain Reaction [ET-PCR) atau Tes Cepat Molekuler
(TCM] petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan
ketentuan sebagal berikoat:

a. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain
Reaction [RT-PCR)} positif/ Tes Cepat Molekuler (TCM) posial,
namun  tdak menunjukkan  gejala  demam  atau
batuk/pilek/nveri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang
tidakk membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan
[solasi Mandiri/Karantina Mandini di rumah atau pada
ternpal yang telah ditentukan;

b. dalam hal hasil Reverse Transcriptase FPolymerase Chain
Reaction {RT-PCR} positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif
dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan
perawatan di rumah sakit najukan; dan

¢. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan
Kontak Erat.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENINDAEAN
Pasal 19
(1) Pengawasan dan penindakan dilakukan dengan cara antara lain:
a. patroli/operasi penegakkan hukum; dan/atau
b. posko gabungan;
dan dapal mengikutsertakan Kepolisian dan/atau TNL
(2} Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Wali
Kota ini dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dan PD

terkait dan dapat mengikutsertakan Kepolisian dan/atau TNI

Pasal 20
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4)
dan Pasal 16 ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah.
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(1]

Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diterbitlsan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan
bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelangegar untuk
disctorkan ke kas daerah melalul Bank BJB dengan ketentuan
sebagal berikut:

a. denda administratif atas pelanggaran scbagaimana dimalksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (6}, Pasal 12
ayat (4], dan Pasal 16 ayat (Z) Sural Ketetapan Denda
Administratil dilerbitkan oleh Satpol PP;

b. denda administratl atas pelanggaran scbagaimana dimalksud
dalam Pasal 11 ayat (3}, Surat Ketetapan Denda Administratif
diterbitkan cleh Dinas Perhubungan:

Foto kopi surat tanda setoran dari Bank BJB oleh pelanggar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

a. pelanggaran Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat

{4), dan Pasal 16 ayal (2) diserahkan kepada Satpol PP;
b. pclanggaran Pasal 11 ayat (3), diserahkan kepada Dinas

Perhubungan.
BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 21

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Keschatan,
Satpol PP, Camat/Lurah bersama dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika serta PD terkait melakukan sosialisasi terkait
informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Cowid-79
kepada masyvarakat.

Felaksanaan sosialisasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan
Dacrah [Forkopimda) dan peran serta:

pakar atau ahli;

masyaralat,

pemuka agama;

tokoh pemuda;

tukoh perempuian;

tokoh adat;

tokoh masyarakat; dan

T RS8R OR

. unsur masyarakat lainnya.
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BAB VI
SISTEM INFORMAS]

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan clektivitas dalam pengawasan dan
penindakan dalam Peraturan Wali Kota ini, Batpol PP berkoordinasi
dengan Dinas Komunikasi dan Inlormatika dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Daerah Kota dalam melakukan pendataan ke

dalam basis data/sistem informasi,

BAE VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 23
(1] Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini
dilakukan oleh Gugus Tugas Corid-19 Daerah Kota atau Satuan
Tugas Penanganan Cowid-19 Daerah Kota.

(2) Hasil pclaporan pemantauan dan evaluasy dilaporkan secara
tertulis kepada Wali Kota.

BAR VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 24
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota,
dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

kelentuan peraturan perundang-undangan.

BAE IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

(1] Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang
berstatus Suspek, Probable, atau Konfirmasi sesuai protokol
kesehatan.

{2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus
Suspek, Probable, atau Konfirmasi dan fasilitas pelayanan
kesehatan.

(3] Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/fatau ayat (3), dikenakan sanksi pidana scsual

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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(4} Pengenaan sanksi pidana sebapgaimana dimaksud pada avat (3)
dilaksanakan pleh Kepolisian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Paszal 26
Keputusan Kepala PD mengenal protokel kesehatan dan/atau
protokol pencegahan Cowid-19 wvang telah ditetapkan  sebelum
berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAR XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada La:lggal 4 September 2020
Fo w&Ll I{@Tﬂ DEFOK,

S
Diundangkan di Depok w@ﬁf
pada tanggal 4 September 2020 T
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEFOK,
feoi
HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 61
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